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Jakarta, 16 Maret 2017 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) 

kepala daerah 2017 pada Kamis (16/3) pukul 16.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan pemeriksaan 
pendahuluan Panel 2 dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, 
Manahan Sitompul, dan Aswanto. 
 
Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai 
pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan 
atas  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu 
pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang 
berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. 
 
MK akan memeriksa sebanyak 3 perkara, yaitu perkara nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan 
Gubernur Banten, perkara nomor 27/PHP.KOT-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Payakumbuh Provinsi 
Sumatera Barat, dan perkara nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maybrat Provinsi Papua 
Barat. 
  
Perkara nomor 45/PHP.GUB -XV/2017 dengan Pemohon Rano Karno dan Embay Mulya Syarief yang merupakan Pasangan 
Calon Nomor 2 menggugat keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.015/2017 tentang Penetapan 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017. Menurut 
penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 2.321.323 selisih 89.890 atau 
1,89% suara dari Pasangan Calon nomor 1 yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan total suara 2.411.213 
suara. Berdasarkan peraturan yang berlaku, dengan jumlah penduduk 6.000.000-12.000.000, Pemohon dapat mengajukan 
pembatalan penetapan perolehan suara dengan selisih suara sebesar 1%. Pemohon merasa keberatan dengan peraturan 
tersebut karena Termohon telah melakukan pelanggaran seperti pembukaan kotak suara yang tidak sesuai ketentuan, 
penggunaan surat keterangan memilih melebihi jumlah data disdukcapil, terdapat beberapa pemilih yang tidak terdaftar dapat 
memilih di TPS, dan pelangggaran-pelanggaran lainnya. Pemohon juga menyatakan bahwa Pasangan Calon nomor 1 telah 
melakukan politik uang. 
 
Sedangkan Perkara nomor 27/PHP.KOT-XV/2017 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 yakni Suwandel Muchtar dan Fitrial 
Bachri menyampaikan keberatan atas keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tentang 
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota 
Payakumbuh Tahun 2017. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon 
adalah sebanyak 21.174 selisih 3.772 suara dari Pasangan Calon nomor 2 yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak 
dengan total 24.946 suara. Menurut Pemohon, walaupun selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 
2 melebihi 2%, Pemohon tetap menuntut keadilan demi menjamin hak konstitusional dan terciptanya pemilihan yang 
transparan. Pemohon juga menambahkan bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan pasangan calon lain. 
 
Terakhir, perkara nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor 2 Karel Murafer dan Yance Way 
mengggugat keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017. Menurut hasil 
penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 14.364 suara selisih 95 suara 
dari Pasangan Calon nomor 1 Bernard Sagrim dan Paskalis Socu yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan total 
suara 14.459 suara. Menurut Pemohon, telah terjadi kesalahan yang dilakukan Termohon yang mana berdasarkan 
penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon, pihaknya memeperoleh sebanyak 14.401 suara dan Pasangan Calon 
nomor 1 sebanyak 12.044 suara. (Tiara Agustina) 
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